
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 69 Tahun 2017 lentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tcknis Daerah di 
Lingkungan Pemcrintah Daerah Provinsi Jawa Baral, perlu 
disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja 
Unit Pelaksana Tcknis Daerah di lingkungan Dinas Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Baral, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa 
Ba rat; 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Propinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana 
Lelah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 tcntang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20·00 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3478); 

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 406); 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

i\lkngingal 

Mcriirn bang 

TUGAS POKOK, F'UNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA 
Ul\IT Pl..:L/\KS/\NA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN 

IIORTIKULTURA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 

TENT ANG 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 12 TAHUN 2017 

GUBERNUR JAWA BARAT 



PEl<ATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, 
RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA Ul'!IT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN 
DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH DAERL\H PROVINS! J/\WA 
8/\RAT. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013. "Nomor 131 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
lenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5601); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 ten tang Alat dan 
Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4157); 

9. Pcraiuran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 lentang 
Dekonsenlrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4816); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 teritang 
Pcrangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

1 1. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 451); 

12. Pcraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tcnlang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
.Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daer ah Nomor 196), 
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8. Kcpala adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

q_ Subbagian Tata Usaha adalah Subbbagian Tata Usaha pada 
UIYJ'D di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Pcmc rintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

10. Sck si adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

l l. Saluan Unit Pelayanan adalah satuan unit pelayanan non 
str'ukt ural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas 
tck nis opcrasional dan/ a tau teknis penunjang pada UPTD. 

12. .Jabatan Fungsiorial adalah kedudukan yang menunjukkan 
iugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai 
Negcri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 
kcterarnpilan tertentu serta bersifat mandiri. 

1 ;~. Kcbija kan Tcknis adalah sekumpulan keputusan atau produk 
hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis 
atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, 
atau pekerjaan. 

6. Kcpala Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala 
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
U PTO, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Ba rat. 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 
2. Pcrnerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelcnggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi .Jawa 
Baral. 

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
5. Di na s Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas 

Tanaman Pangan dan Hor tikultura Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Baral. 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

., 

.) 



24. Monitoring atau pcmantauan adalah proses mengamati, 
mcngumpulkan informasi secara teratur serta mencatat 
hasilnya untuk bahan cvaluasi. 

25. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara 
hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah 
ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya. 

26. Pclaporan adalah kcgiatan yang dilakukan untuk 
mcnyarnpaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil 
pckcrjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. 

27. Fasilitasi adalah kegiatan untuk mernberikan kemudahan dan 
memungkinkan a tau mendorong pihak lain dapat melakukan 
suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan 
rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan. 

23. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, 
melakukan tinda kan korektif dan mernastikan bahwa 
lindakan yang dilakukan berhasil mcncapai tujuan yang telah 
ditentukan. 

antara 
tujuan 

serta 21. Koordina si adalah suatu usaha kerja sama 
pcngintcgrasian tujuan-Lujuan dan kegiatan-kegiatan 
bcrbagai badan, instansi, unit untuk mencapai 
organisasi secara efisien. 

22. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan 
bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang 
dila ku kan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil 
yang lcbih baik. 

14. Pcrurnusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga 
mcnetapkan suatu rumusan kebijakan. 

15. Pcngkajian adalah proses menelaah, menganalisis, 
memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan 
rumusan kebijakan 

16. Pcnyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah 
bahan-bahan rumusan kebijakan. 

17. Penyclcnggaraan adalah suatu proses pelaksanaan a tau 
pengclolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/Satuan 
Unit. 

18. Pcla ksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan 
suatu pckcrjaan yang bersifat teknis operasional. 

19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dcngan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk secara perorangan maupun 
kclompok/organisasi/inslansi atas barang, jasa, 
dan / a Lau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 

20. Pclayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat 
ketatausahaan. 
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28. Rencana Stralegis yang selanjutnya disebut Renstra adalah 
dokumcn rencana stratcgis yang membuat visi, misi, tujuan, 
sa sara n , dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran 
yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. 

29. Rcncana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah 
dokurnen perericanaan untuk periode satu ( 1) tahun, yang 
memual kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik 
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat 

30. Rcncana Kinerja Tahunan yang selanjulnya disingkat RKT 
adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari 
sa saran dan program yang Lelah ditetapkan dalam rencana 
strategis yang akan dilaksanakan mclalui berbagai kegiatan 
tahunan. 

31. Rcncana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang bensi 
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mcrupakan 
pcnjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja 
Pcrarigka t Dacrah yang bersangkutan dalarn satu tahun 
anggaran scrta anggaran yang diperlukan untuk 
mclaksanakannya. 

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang 
discdiakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

33. Dafta r Isian Pe1aksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang 
disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

34. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkal PK adalah suatu 
dokumcn pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian 
kincrja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target 
kincrja tertentu berdasarkan pada surnber daya yang dimiliki 
oleh inst.ansi. 

35. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah yang 
selanjutnya disingkat LKIP adalah lapuran kinerja tahurian 
yang berisi pcrtanggungjawaban kinerja suatu instausi dalam 
rncncapai tujuan atau sasaran strategis instansi. 

36. Laporan Keterangan Pcrlangungjawaban yang selanjutnya 
disingkal LKPJ adalah laporan yang berupa informasi 
penyelenggaraan pernerintahan Daerah Provinsi selama 1 
(satu) t.ahun anggaran atau akhir masa jabatan yang 
disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD. 

37. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang 
sclanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas 
pcnyelenggaraan pemerintahan Daer ah Provirisi selama 1 
(satu) Lahun anggaran berdasarkan Rcncana Kerja 
Pcmbangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh 
Gubernur kepada Pemerintah Pusat. 
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c. Saluan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Kasugengan, 
Cirebon; 

d. Saluan Pela ya nan Balai Benih Hortikultura Citatah, 
Bandung Baral; 

c. Saluan Pclayanan Balai Benih Hortikultura Sale bu, 
Tasikmalaya; dan 

r. Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Cikadu, 
Cianjur. 

a. Saluan Pclayanan Balai Benih Hortikultura Margahayu, 
Bandung Barat; 

b. Saluan Pclayanan Balai Benih Hortikultura Cimangkok, 
Sukabumi; 

d. Saluan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cibeber, 
Cianjur; 

c. Saluan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cikarang, 
Bckasi; 

r. Saluan Pclayanan Balai Benih Padi dan Palawija Kawalu, 
Ta sikmalaya; 

g. Saluan Pclayanan Balai Benih Padi dan Palawija 
Panawangan, Ciamis; 

h. Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija 
Karangpawitan, Garut.; 

1. Sat.ua n Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Campaka, 
Purwakarta; 

J. Saluan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cikebo, 
Majalengka; 

(2) UPTD Balai Benih Hortikultura, meliputi : 

c. 

Saluan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija 
Bojongpicung, Cianjur; 
Sat uan Pela ya nan Balai Benih Padi dan Palawija 
Doktorrnangku, Cianjur; 

b. 

UfYfD di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Pcrncrintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari: 

( 1) UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, meliputi: 

a. Saluan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon, 
Cirebon; 

BAB II 

UPTD DI LINGKUNGAN DINASTANAMAN PANGAN DAN 
HORTIKULTURA 

Pasal 2 
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(3) UIYfD Balai Benih Kenlang, rneliputi : 
a. Saluan Pelayanan Balai Benih Kentang Narogtog, 
Bandung; 

b. Satuan Pelayanan Balai Benih Kenlang Cikajang, Garut. 
(4) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

rncliputi : 

a. Saluan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hort ikult.ura Wilayah I, Cianjur; 

b. Sat.ua n Pclayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Wilayah II, Subang; 

c. Satuan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Wilayah III, Indramayu; 

d. Saluan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hort ikultura Wilayah IV, Bandung; 

c. Saluan Pclayanan Balai Periindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Wilayah V, Tasikmalaya; dan 

f. Saluan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Balai 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 
Margahayu Bandung Barat. 

(5) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman 
Pangan dan Hortikultura, meliputi : 

a. Satuan Pelayarian Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayahl Cianjur; 

b. Saluan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Pangan dan Hor'tikultura Wilayah II Karawang; 

c. Saluan Pclayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah' UJ Subang; 

d. Saluan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Majalengka; 
dan 

c. Saluan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Pangan dan Hort.iku ltura Wilayah V Garut. 

f. Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Beriih 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah VI 
Pangandaran. 

(6) UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, meliputi: 
a. Sa t ua n Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi 

Pcrt anian Rengasdengklok, Karawang; 

b. Saluan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi 
Perlanian Plumbon, Cirebon; dan 

c. Saluan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi 
Pcrtarnan Padaherang, Pangandaran. 

(7) UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 
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l. mcnyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan 
Sistem Pengendalian Internal Pcmerintahan (SPIP) pada 
UPTD Balai Benih Padi dan Palawija; 

m. mcnyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, 
RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, LPPD dan 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 
lingkup UPTD Balai Benih Padi dan Palawija; 

n. mcnyclcnggarakan pcnyampaian bahan saran 
pcrtimbangan mengenai bidang Pengelolaan Benih Padi 
dan Palawija sebagai bahan perumusan kebijakan 
Pemerintah Daerah; 

o. mcnyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Benih Padi dan Palawija; dan 

p. mcnyclenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

bah an sebagai 1. mcnyeleriggarakan Lelaahan staf 
pcrt irnbangan pengambilan kebijakan; 

J. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil 
Pcmeriksaan lingkup UPTD Balai Benih Padi dan Palawija; 

k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian 
teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hi bah/ bantuan sosial di bidang Pengelolaan Benih Padi 
dan Palawija; 

b. pcnyclcnggaraan Pengelolaan Benih Padi dan Palawija; 

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Benih 
Padi dan Palawija; dan 

d. pcnyclenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Kepala UPTD Balai Benih Padi dan Palawija: 

a. mcnyelenggarakan pcngkajian program kcrja UPTD Balai 
Bcnih Padi dan Palawija; 

b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan 
kebijakan teknis di bidang Benih Padi dan Palawija; 

c. mcnyclenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan 
dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD 
Balai Bcnih Padi dan Palawija; 

d. mcnyelenggarakan produksi benih padi dan palawija; 

e. menyelenggarakan pemasyarakatan, distribusi dan promosi 
benih padi dan palawija; 

f. mcnyelcnggarakan pcngcmbangan teknologi produksi benih 
padi dan palawija; 

g. mcnyclenggarakan pcngkajian data dan informasi Benih 
Padi dan Palawija; 

h. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Benih Padi dan 
Palawija; 
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Paragraf 2 
Kepala UPTD 

Pasal 4 
( 1) Kcpala UPTD Balai Benih Padi dan Palawijam empunyai tugas 

pokok mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan 
memimpin penyelenggaraan Balai Bcnih Padi dan Palawija 
meliputi pengelolaan benih padi dan benih palawija. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan 

kebijakan leknis Pengelolaan Benih Padi dan Palawija; 

Um urn 

Paragraf 1 
Pasal3 

( 1) UPTD Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok 
mcnyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kcgiatan Leknis penunjang terteritu di bidang benih tanaman 
pangan, rncliput.i bcnih padi dan Palawija. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), UPTD Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai 
fungsi: 

a. pcnyclenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 
Pcngclolaan Beriih Padi dan Palawija; 

b. pcnyclcnggaraan Pengelolaan Be nih Padi dan Palawija 
rncliputi Benih Padi dan Benih Palawija; 

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Benih 
Padi dan Palawija; dan 

d. pcnyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Scksi Bcnih Padi; 
d. Scksi Bcnih Palawija; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
f. Satuan Pclayanan. 

UPTD BALA! BENIH PAD! DAN PALAWIJA 
Bagian Kesatu 

BAB III 
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA 
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informasi dan data m. mclaksanakan Pcnyusunan 
lingkupTata Usaha; 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai 
fungsi: 

a. pclaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun 
bahan kebijakan teknis ketatausahaan; 

b. pelaksanaanketatausahaan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan 
d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

(3) Rincian Lugas Subbagian Tata Usaha: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan 
Subbagian Tata Usaha; 

b. mclaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran UPTD Balai Benih Padi dan Palawija; 

c. melaksanakan pengelolaan kehumasan; 
d. mclaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
c. mclaksanakan penatausahaan keuangan; 

f. mclaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan; 
g. mclaksanakan pengclolaan tata naskah dinas dan 

kcarsipan; 

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha; 

1. mclaksanakan pemungu Lan dan penatausahaan 
rcstribusi; 

J. mclaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian 
Leknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hi bah/ ban tuan sosial di bi dang Pengelolaan Balai Benih 
Padi dan Palawija; 

k. mclaksanakan penyampaian bahan saran pcrtimbangan 
mcngenai ketatausahaanUPTD; 

I. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata 
Usaha; 

Paragraf 3 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 5 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 

mclaksanakankegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 
tcknis penunjang tertentu di bidangkegiatan ketatausahaan, 
mclipuli menyusun bahan kebijakan teknis, bahan 
koordinasi, pcmbinaan, melaksanakan pengelolaan dan 
pcngcndalian aspek kcpegawaian, keuangan, perlengkapan, 
umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan 
dan anggaran. 
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Paragraf 4 

Seksi Benih Padi 
Pasal6 

( 1) Scksi Bcnih Padi mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kcgiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
pcn unjang terteritu di bidang Benih Padi, meliputi 
penyusunan bahan kebutuhan produksi budidaya, prosesing 
bcnih dan pengajuan pengujian mutu, distribusi dan 
pcrnasaran produksi serta budidaya dan percontohan 
produksi benih padi. 

(2) Dalam mcnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
d irna ks ud pada ayat ( 1), Scksi Benih Padi mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Benih 

Padi; 

b. pclaksanaanPengelolaan benih Padi; 

c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Benih Padi; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Seksi Benih Padi: 

a. mclaksanakan penyusunan program kerja Seksi Benih 
Padi; 

b. mclaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Benih 
Padi; 

c. mclaksanakan kegiatan teknis operasional, Iasilitasi, 
pcngendalian dan evaluasi di bidang Benih Padi; 

d. mclaksanakan penyusunan bahan kebutuhan produksi 
budidaya bcnih padi; 

c. melaksanakan prosesing benih dan pengajuan pengujian 
mutu benih padi; 

I. mclaksanakan distribusi dan pemasaran produksi benih 
pad i; 

g. mclaksanakan budidaya dan percontohan produksi benih 
padi; 

h. melaksanakan penyusunan data dan informasi Benih 
Padi; 

n. mclaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Subbagian Tata Usaha; 

o. mclaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pcngambilan kebijakan; 

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan 
q. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
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Paragraf 5 
Seksi Bcnih Palawija 

Pasal 7 

( 1) Scksi Bcnih Palawija mcmpunyai tugas pokok melaksanakan 
kcgiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis 
pcnunjang tertentu di bidang Benih Palawija meliputi 
penyusunan bahan kebutuhan produksi budidaya, prosesing 
benih dan pcngajuan perigujian mutu, distribusi dan 
pcmasaran produksi scrta budidaya dan percontohan 
produksi bcnih palawija. 

(2) Dalam menyclenggarakan Lugas pokok sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1), Seksi Benih Palawija mempunyai 
fungsi: 
a. pclaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Benih 

Palawija; 

b. pclaksariaan pcngelolaan bcnih palawija; 
c. pclaksanaan evaluasi dan pclaporan Seksi Benih Palawija; 

dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Scksi Benih Palawija: 

a. mclak sanakan penyusunan program kerja Seksi Benih 
Palawija; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Benih 
Palawija; 

1. mclaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Benih Padi; 

J. mclaksanakan Lelaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pcngarnbilan kebijakan; 

k. mclaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Benih Padi; 

I. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian Leknis 
dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan rcalisasi bantuan keuangan dan 
hibah/banluan sosial di bidang Benih Padi; 

m. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mcngenai Benih Padisebagai bahan perumusan kebijakan 
Pcmerintah Daerah Provinsi; 

n. mclaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Seksi Benih Padi; 

o. mclaksanakan evaluasi dan pclaporan Seksi Benih Padi; 
dan 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 
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Um um 

Paragraf 1 

Pasal 8 
( 1) UPTD Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas pokok 

mcnyclenggarakan kegiatan tekriis operasional dan/ atau 
kcgialan teknis penunjang tertentu di bidang Benih 
Hortikultura meliputi Tanaman Buah dan Obat serta 
Tanaman Sayuran dan H ias. 

Bagian Kedua 
UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA 

n. mclaksanakan pengcndalian pelaksanaan tugas pokok dan 
f ungsi Scksi Benih Palawija; 

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Benih 
Palawija; dan 

p. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

c. mclaksanakan kegiatan tcknis operasional, fasilitasi, 
pcngendalian dan evaluasi di bidang Benih Palawija; 

d. mclaksanakan penyusunan bahan kebutuhan produksi 
budidaya bcnih palawija; 

c. mclaksanakan prosesing benih dan pengajuan pengujian 
mut.u beruh palawija; 

f. melaksanakan distribusi dan pemasaran produksi benih 
palawija; 

g. mclaksanakan budidaya dan percontohan produksi benih 
palawija; 

h. mclaksanakan pcnyusunan data dan informasi Benih 
Palawija; 

1. mclaksanakan Penyusunan Slandar Operasional Prosedur 
(SOP) Seksi Benih Palawija; 

J. mclaksanakan telaahan staf sebagai bahan pcrtirnbangan 
pcngarnbilan kcbijakan; 

k. mclaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Benih Palawija; 

I. mclaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis 
dan menyelenggarakan pcman tauan terhadap permohonan 
dan realisasi bantuan kcuangan dan hi bah/ bant uan sosial 
di bidang Benih Palawija; 

m. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mcngenai perencanaan dan pemanfaatan Benih Palawija 
scbagai bahan perumusan kcbijakan Pemerintah Daerah 
Provinsi; 
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Paragraf 2 
Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura 

Pasal9 
( 1) Kcpala UPTD 8alai Benih Hortikultura mempunyai tugas 

pokok mcngkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan 
mcmimpin penyelenggaraan Benih Hortikultura meliputi 
Tanaman Buah dan Obat serta Tanaman Sayuran dan Hias. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi: 
a. pcnyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan 

kcbijakan tekriis Pengelolaan Benih Hortikultura; 
b. pcnyelenggaraan Pengelolaan Benih Hortikultura; 
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 

Benih Hortikultura; dan 

d. pcnyclcnggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura: 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai 
Benih Hortikultura; 

b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan 
kcbijakan Leknis di bidang Benih Hortikultura; 

c. mcnyelenggarakan koordinasi,membina, mengendalikan 
dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan Iungsi 
UPTD Balai Benih Hortikultura; 

(2) Dalam mcnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Hortikultura 
mcmpunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 
Pengelolaan Benih Hortikultura; 

b. pcnyelcnggaraan Pengelolaan Benih Hortikultura meliputi 
Ta narnan Buah dan Obat serta Tanaman Sayuran dan 
I Iias: 

c. pcnyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Benih 
Hortikultura; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Hortikultura 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Scksi Benih Tanaman Buah dan Obat; 
d. Scksi Benih Tanaman Sayuran dan Hias; 
c. Kelompok Jabatan F'ungsional; dan 
f. Saluan Pelayanan. 

14 



Paragraf 3 

Subbagian Tata Usaha 
Pasal 10 

( 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
mclaksanakan kegiatan te kn is operasional dan/ a tau kegiatan 
tck ni s penunjang tertentu di bidang kegiatan ketatausahaan, 
mcliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan 
koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan 
pcngcndalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 
umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan 
dan anggaran. 

g. menyclcnggarakan pengembangan teknologi dan produksi 
bcnih hortikultura; 

h. mcnyelenggarakan pengkajian data dan informasi Benih 
Hortikultura; 

1. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan 
Sta nda r Operasional Prosedur (SOP) Benih Hort ikult ura; 

J. menyclcnggarakan telaahan staf sebagai bahan 
pcrtimbangan pengambilan kcbijakan; 

k. mcnyclenggarakan pcngkajian tindak lanjut Laporan Hasil 
Pcmeriksaan lingkup UPTD Balai Benih Hortikultura; 

I. mcnyclenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian 
tcknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi ban tuan keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Benih 
Hortikultura; 

m. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan 
Sistcm Pcngendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada 
UPTD Balai Benih Hortikultura; 

n. mcnyclcnggarakan pcngkajian bahan Renstra, Renja, RKT, 
RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, scrta LKIP, LKPJ, LPPD dan 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 
lingkup UPTD lingkup UPTD Balai Benih Hortikultura; 

o. mcnyclcnggarakan penyampaian bahan saran 
pcrtimbangan merigcnai bidang Pengelolaan Benih 
I Iort ikult.ura sebagai bahan perumusan kebijakan 
Pcmerintah Daerah Provinsi; 

p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Benih Hortikultura; dan 

q. mcnyclenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
da n fungsinya. 

dan distribusi c. mcnyclcnggarakan pemasyarakatan, 
promosi bcrrih hortikultura: 

( mcnyelenggarakan pelestarian plasma nutfah tanaman 
hortikultura; 

d. mcnyclenggarakan Iasilitasi produksi benih hortikultura; 
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J. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian 
teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan rcalisasi bantuan keuangan dan 
htbah Zbantuan sosial di bidang Pengelolaan Balai Benih 
Hort ikultura; 

k. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mcngenai ketatausahaan UPTD; 

1. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata 
Usaha; 

m. mclaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup 
Tala Usaha; 

n. melaksanakan pengcndalian pelaksanaantugas pokok dan 
fungsi Subbagian Tata Usaha; 

o. melaksanakan lelaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pcngambilan kebijakan; 

p. mclaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 
Usaha; dan 

q. mclaksanakan tugas lain sesuai dcngan tugas pokok dan 
fungsinya. 

penatausahaan dan pcmungutan 1. mclaksanakan 
rcstribusi; 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai 
fungsi: 

a. pclaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun 
bahan kcbijakan teknis ketatausahaan; 

b. pclaksanaan ketatausahaan; 

c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 
Usaha; dan 

d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian lugas Subbagian Tata Usaha: 

a. mclaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan 
Subbagian Tata Usaha; 

b. mclaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran UPTD Balai Benih Hortikultura; 

c. mclaksanakan pengelolaan kehumasan; 
d. mclaksanakan pengclolaan administrasi kepegawaian; 
c. mciaksanakan periatausahaan keuangan; 

I. mclaksariakan pengclolaan umum dan perlengkapan; 
g. mclaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan 

kcarsipan; 

h. mclaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemcriksaan lingkup lata usaha; 
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Paragraf 4 
Seksi Benih Tanarnan Buah dan Obat. 

Pasal 11 
( 1) Scksi Bcnih Tanarnan Buah dan Obat rnernpunyai tugas 

pokok rnclaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kcgiatan Lcknis pcnunjang tertentu di bidang Benih Tanarnan 
Buah dan Obat, meliputi perbanyakan dan pengadaan benih 
scrta seleksi benih, pengembangan teknologi benih, prosesing 
benih dan pengajuan pengujian mutu benih serta kerjasarna 
kcrnitraan dengan penangkar benih Lanarnan buah dan obat. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Seksi Bcnih Tanaman Buah dan 
Obat rncmpunyai fungsi: 

a. pclaksanaan pcnyusunan bahan kebijakan teknis Benih 
Ta narna n Buah dan Obat ; 

b. pclaksanaan Benih Tanaman Buah dan Obat; 
c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Benih 

Tanaman Buah dan Obat; dan 

d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincia n tugas Scksi Benih Tanaman Buah dan Obat: 

a. rnelaksanakan penyusunan program kerja Seksi Benih 
Tanaman Buah dan Obat; 

b. mclaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Benih 
Tanaman Buah dan Obat; 

c. mclaksanakan kegiatan tekriis operasional, fasilitasi, 
pcngcndalian dan cvaluasi di bidang Benih Tanaman 
Buah dan Obat; 

d. melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan produksi 
perbanyakan dan pengadaan benih tanarnan buah dan 
obat; 

c. mclaksanakan perbanyakan dan pengadaan benih serta 
sclcksi bcnih Lanaman buah dan obat; 

I. melaksanakan pengembangan leknologi benih tanaman 
buah dan obat; 

g. melaksanakan prosesing benih dan pengajuan pengujian 
mutu benih tanarnan buah dan obat; 

h. mclaksanakan kerjasama kemitraan dengan penangkar 
bcnih tanaman buah dan obat; 

1. melaksanakan distribusi dan pemasaran produksi benih 
lanarnan buah dan obat; 

J. rnelaksanakan pengelolaan koleksi benih, uji adaptasi, 
pcngujian benih dan pemurnian varietas; 

k. mclaksanakan penyusurian data dan informasi Benih 
Tanaman Buah dan Obat; 
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Paragraf 5 
Scksi Benih Tanaman Sayuran dan Hias 

Pasal 12 
(I) Scksi Bcnih Tanaman Sayuran Dan Hias mempunyai tugas 

pokok mclaksanakan kcgiatan teknis operasional dan/atau 
kcgiatan tcknis penunjang terlentu di bidang Benih Tanaman 
Sayuran Dan Hias mcliputi perbanyakan dan pengadaan 
benih serta sclcksi benih, pengembangan Leknologi benih, 
prosesing benih dan pengajuan pengujian mutu benih serta 
kcrjasama kemitraan dengan pcnangkar benih Tanaman 
Sayuran Dan 1-lias. 

(2) Dalarn menyclcnggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Seksi Benih Tanaman Sayuran Dan 
Hias mempunyai fungsi: 
a. pclaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Benih 

Tanaman Sayuran Dan Hias; 
b. pclaksanaan pcngclolaan Benih Tanaman Sayuran Dan 

Hias; 
c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Scksi Benih 

Tanaman Sayuran Dan Hias; dan 
d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

I. rnclaksariakan Pcnyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Opcrasional Prosedur (SOP)Seksi Benih Tanaman 
Buah dan Oba t; 

m. mclaksanakan telaa han staf sebagai bahan perlimbangan 
pcngambilan kebijakan; 

n. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Ha sil Pemcriksaan lingkup Seksi Benih Tanaman Buah 
dan Obat.; 

o. mclaksanakan penyusunan ba ha n verifikasi, kajian Leknis 
dan menyelenggarakan pemantauan Lcrhadap 
pcrmohonan dan realisasi ban tuan keuangan dan 
hibah/banluan sosial di bidang Benih Tanaman Buah dan 
Obat; 

p. mclaksanakan penyarnpaian bahan saran pcrtimbangan 
mcngcnai Benih Tanaman Buah dan Obat sebagai bahan 
pcrurnusan kebijakan Pernerintah Daerah Provinsi; 

q. mclaksanakan pengcndalian pelaksanaan tugas pokok 
dan Iurigsi Seksi Benih Tanaman Buah dan Obat; 

r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Scksi Benih 
Tanaman Buah dan Obat; dan 

s. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 
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fungsinya. 

Seksi Benih r. mclaksanakan . evaluasi dan pelaporan 
Ta narna n Sayuran Dan Hias; dan 

s. mclaksanakan tugas lain scsuai dengan tugas pokok dan 

(3) Rincian Lugas Seksi Bcnih Tanaman Sayuran Dan Hias: 
a. mclaksanakan penyusunan program kerja Seksi Benih 

Tunarnan Sayuran Dan Hias; 
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Benih 

Tanaman Sayuran Dan Hias: 

c. mclaksariakan kegialan te kriis opcrasional, fasilitasi, 
pcngendalian dan cvaluasi di bidang Benih Tanaman 
Sayuran Dan Hias; 

d. mclaksanakan penyusunan bahan kebutuhan produksi 
pcrbanyakan dan pengadaan benih tanaman sayuran dan 
hias; 

c. mclaksanakan pcrbanyakan dan pcngadaan benih serta 
sclcksi benih ta nama n sayuran dan hias; 

f. mclaksanakan pengembangan Leknologi benih tanarnan 
sayuran dan hias; 

g. mclaksanakan proscsing bcnih dan pengajuan pengujian 
mu Lu bcnih tariarnan sayuran dan hias; 

h. rnc la ksariakan kcrjasama kernitraan dengan pcnangkar 
bc n ih Lanaman sayuran dan hias; 

1. mclaksanakan distribusi dan pemasaran produksi benih 
Lanaman sayuran dan hias; 

J. mclaksanakan pengelolaan koleksi benih, uji adaptasi , 
pcngujian bcnih dan pcmurnian varietas: 

k. mclaksanakan penyusunan data dan informasi Benih 
Tanaman Sayuran Dan Hias; 

I. mclaksanakan Penyusunan Staridar Operasional Prcsedur 
(SOP) Seksi Benih Tanaman Sayuran Dan Hias; 

m. mclaksanakan telaahan staf sebagai bahan pcrtimbangan 
pcngambilan kebijakan; 

n. mclaksanakan penyusunan bahan Tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Benih Tanaman Sayuran 
Dan Hias; 

o. mclaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis 
d a n mcnyclenggarakan pemanlauan Lerhadap 
pcrmohonan dan rcalisasi ban tua n keuangan dan 
hibah/banluan sosial di bidang Benih Tanaman Sayuran 
Dan Hias; 

p. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mengcnai pcrcncanaan dan pernanfaatan Bcnih Tanaman 
Sayuran dan Hias sebagai bahan perumusan kebijakan 
Pcrncrintah Dacrah Provinsi; 

q. mclaksanaka n pengcndalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Benih Tanaman Sayuran Dan Hias; 
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Paragraf 2 
Kcpala UPTD Balai Benih Kentang. 

Pasal 14 
(I) Kcpala UPTD Balai Bcnih Ken Lang mempunyai tugas pokok 

mcngkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan 
memimpin pcnyclcnggaraan Balai Benih Kentang rneliput.i 
Pcngcmbangan Benih Pcnjenis dan Benih Dasar Kentang serta 
Pcngcmbangan Benih Pokok Kentang. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi: 
a. pcnyclcnggaraan pcngkajian dan pcrumusan bahan 

kcbijakan tckriis Pcngclolaan Balai Bcnih Kcntang; 

b. pcnyclcnggaraan Pcngelolaan Benih Kentang meliputi 
Pcngcmbangan Benih Penjenis dan Benih Dasar Kentang 
scrta Pcngcmbangan Benih Pokok Kentang; 

c. pcnyelcnggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Bcnih Kentang; dan 

d. pcnyelenggaraan f ungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Kentang sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1), terdiri alas: 

a. Kcpala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Scksi Pengembangan Benih Penjenis dan Benih Dasar 

Ken tang; 
d. Scksi Pcngembangan Benih Pokok Kentang; 
c. Kclornpok Jabalan Fungsional; dan 

f. Satuan Pelayanan. 

pokok scbagaimana 
Balai Bcnih Kentang 

Lugas 
UPTD 

(2) Dalam menyclenggarakan 
d irna k sud pada ayat ( 1), 
mcmpunyai fungsi: 
a. pcnyelcnggaraan pcngkajian bahan kebijakan Leknis 

Pcngelolaan Benih Kentang; 

Urn um 
Paragraf 1 
Pasal 13 

( l) UPTD Balai Benih Ken Lang mcrnpunyai tugas pokok 
mcnyclcnggarakan kegiatan teknis opcrasional dan/ a tau 
kcgiatan Leknis penunjang terlentu di bidang Benih Kentang 
mcliputi Pengembangan Benih Penjenis dan Benih Dasar 
Ken tang serta Pengernbangan Benih Pokok Kentang, 

UPTD BALAI BENIH KENTANG 
Bagian Kctiga 
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m. mcnyclenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada 
UPTD Balai Benih Kentang; 

n. mcnyclcnggarakan pcngkajian bahan Renstra, Renja, RKT, 
RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKTP, LKPJ, LPPD dan 
Laporan Harta Kekayaan Aparat.ur Sipil Negara (LHKASNJ 
lingkup UPTD) lingkup UPTD Balai Benih Kentang; 

o. mcnyclenggarakan penyampaian bahan saran 
pcrtimbangan mengenai bidang Pengelolaan Balai Benih 
Kentang sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah 
Dacrah Provinsi; 

p. mcnyclcnggarakan cvaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
1:3cnih Kcntang; dan 

q. mcnyclenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

g. menyelcnggarakan pengembangan teknologi dan produksi 
benih kentang; 

h. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Balai 
Benih Kentang; 

1. mcnyclcnggarakanpcngkajian Standar Pclayanan (SP) dan 
Staridar Operasional Prosedur (SOP) Balai Benih Kenlang; 

J. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 

k. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan lingkup UPTD Balai Benih Kentang; 

I. mcnyclenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian 
tekriis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Balai Benih 
Ken Lang; 

dan distribusi c. menyelenggarakan pemasyarakatan, 
promosi benih kenlang; 

I. mcnyclcnggarakan pelcstarian plasma nutfah Lanaman 
ken tang; 

b. pcnyclcnggaraan Pcngelolaan Balai Benih Kentang; 
c. pcnyclenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 

Benih Kenlang; dan 
d. pcnyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 
(3) Rincian Lugas Kcpala UPTD Balai Benih Kentang: 

a. mcnyclcnggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai 
Benih Kentang; 

b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan 
kebijakan Leknis di bidang Benih Ken Lang; 

c. rncnyclcnggarakan koordinasi, membina, mengcndalikan 
dan mcmimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD 
Balai Benih Kcntang; 

d. menyelenggarakan fasilitasi produksi benih kentang; 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai 
fungsi: 

a. pclaksariaan koordinasi, penyusunan dan mcnghimpun 
ba ha n kcbijakan tckriis ketatausahaan; 

b. pclaksanaan ketatausahaan; 

c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 
Usaha;dan 

d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan 
Subbagian Tata Usaha; 

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran UPTD Balai Benih Kentang; 

c. mclaksanakan pengelolaan kehumasan; 
d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
c. melaksanakan penatausahaan keuangan; 
f. mclaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan; 

g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan 
kcarsipan; 

h. rnelaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemcriksaan lingkup tata usaha; 

1. mclaksanakan pernungutan dan penatausahaan 
rcstribusi: 

J. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian 
teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
perm oho nan dan realisasi ban tuan keuangan dan 
hi bah/ bantuan sosial di bidang Pengelolaan Balai Benih 
Ken tang; 

k. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mengenai ketatausahaan UPTD; 

I. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata 
Usaha; 

Paragraf 3 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 15 
(1) Subbagian Tata Usaha mcrnpunyai tugas pokok 

mclaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan 
tcknis penunjang tertentu di bidang kegiatan ketatausahaan, 
mcliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan 
koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan 
pcngcndalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 
umum dan kchumasan, serta penyusunan rencana kcgiatan 
dan anggaran. 
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Paragraf 4 

Seksi Pengembangan Benih Penjenis dan Benih Dasar Kentang 

Pasal 16 

(I) Scksi Pcngcmbangan Benih Penjenis dan Bcnih Dasar 
Kcntang mcmpunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 
Lcknis opcrasional dan/ atau kegiatan leknis penunjang 
tcrtcntu di bidang Pengembangan Benih Penjenis dan Benih 
Dasar Kenlang, mcliputi pengembangan dan pengujian benih 
kenlang mulai dari benih penjenis s.d benih dasar (G.O), 
pcngujian kesehatan benih khususnya uji virus, terhadap 
kclompok bcnih kentang di laboralorium dan pcngembangan 
bcnih sumbcr kentang dengan teknik kultur jaringan 
(jar ingan merislematik). 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengembangan Benih Penjenis 
dan Benih Dasar Ken tang mempunyai fungsi: 

a. pclaksanaan pcnyusunan bahan kebijakan teknis 
Pcngembangan Benih Penjenis dan Benih Dasar Kentang; 

b. pclaksanaan Pengembangan Benih Penjenis dan Benih 
Dasar Kcnlang; 

c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengcmbangan 
Bcnih Penjenis dan Benih Dasar Kentang; dan 

d. pclaksanaan f ungsi lain sesuai dengan tu gas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian Lugas Seksi Pengcmbangan Benih Penjenis dan Be nih 
Dasar Ken tang: 

a. mclaksanakan pcnyusunan program kerja Seksi 
Pcngembangan Benih Penjenis dan Benih Dasar Ken tang; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 
Pengembangan Benih Penjenis dan Benih Dasar Kentang; 

c. mclaksanakan kegiatan tcknis operasional, Iasilitasi, 
pcngcndalian dan evaluasi di bidang Pengembangan 
Bcnih Penjcnis dan Beriih Dasar Kenlang; 

d. melaksanakan pengembangan benih kentang mulai dari 
benih penjenis s.d bcnih dasar (G.O); 

m. mclaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup 
Tata Usaha; 

n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
da n fungsi Subbagian Tata Usaha; 

o. mclaksanakan telaahan staf scbagai bahan pert.irnbangan 
pcngambilan kebijakan; 

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 
Usaha; dan 

q. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
Iungsinya. 



Paragraf 5 
Scksi Pcngcmbangan Bcnih Pokok Kentang 

Pasal 17 
( l) Seksi Pengembangan Benih Pokok Ken tang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kcgiatan tcknis penunjang tertentu di bidang Pcngembangan 
Bcnih Pokok Kcntang mcliputi perbanyakan benih pokok 
(G-1), pcngclolaan calon benih pokok (G-1) dan pengujian 
bcnih pokok (G-1 ), benih sebar (G-2) dan produksi ken tang di 
lapangan serta promosi dan distribusi benih kentang. 

c. mclaksanakan pcngujian kesehatan benih khususnya uji 
virus, tcrhadap kelompok benih kentang di laboratorium; 

f. melaksanakan pengembangan benih sumbcr kentang 
dengan teknik kultur jaringan (jaringan meristematik); 

g. mclaksanakan pengclolaan benih dasar (G-0) terhadap 
kclompok bcnih dasar (G-0); 

h. mclaksanakan pengujian benih sumber kentang mulai 
dari benih penjenis s.d benih dasar (G-0); 

1. melaksanakan pengembangan/introduksi varietas unggul 
baru kentang; 

J. mclaksanakan pcnyusunan data dan informasi 
Pcngcmbangan Bcnih Penjenis dan Bcnih Dasar Ken tang; 

k. mclaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Benih 
Pcnjenis dan Benih Dasar Kentang; 

I. mclaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

m. mclaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pcmeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Benih 
Penjenis dan Benih Dasar Ken tang; 

n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis 
dan menyelenggarakan peman tauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hi bah/ bantuan sosial di bidang Pengembangan Benih 
Penjenis dan Benih Dasar Ken tang; 

o. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mengenai Pengembangan Benih Penjenis dan Benih 
Dasar Kentang sebagai bahan perumusan kebijakan 
Pcmerintah Daerah Provinsi; 

p. mclaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Pengembangan Benih Penjenis dan Benih 
Dasar Kentang; 

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi 
Pcngembangan Benih Pcnjcnis dan Benih Dasar Kentang; 
dan 

r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 



Ken Lang; 

J. mclaksanakan Lelaahan staf sebagai bahan pcrtimbangan 
pcngambilan kebijakan; 

k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Benih 
Pokok Ken Lang; 

l. mclaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian 
tck ni s dan menyclcnggarakan pernantauan lerhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Pengembangan Benih 
Pokok Kentang; 

m. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mengcnai perencanaan dan pemanfaatan Pengembangan 
l3cnih Pokok Kcntang sebagai bahan perumusan 
kcbijakan Perncr in ta h Daerah Provinsi; 

Operasional 
Benih Pokok 

dan h. mclaksanakan penyusunan data 
Pcngcmbangan Benih Pokok Kentang; 

1. mclaksanakan Penyusunan Standar 
Proscdur (SOP) Seksi Pengembangan 

(2) Dalam mcnyclcnggarakan tugas pokok sebagaimana 
d irna k s ud pada ayat ( 1 ), Seksi Pengembangan Benih Pokok 
Kcnt.ang mcmpunyai fungsi: 
a. pclaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

Pengembangan Benih Pokok Ken tang; 
b. pclaksanaan Pengembangan Benih Pokok Kentang; 
c. pclaksanaan cvaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan 

Bcnih Pokok Kenlang; dan 

d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(:1) Rincian tugas Seksi Pengembangan Benih Pokok Kenlang: 
a. melaksariakan penyusunan program kerja Seksi 

Pcngcmbangan Benih Pokok Kcntang; 
b. mclaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 

Pcngembangan Benih Pokok Kentang; 

c. mclaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, 
pengendalian dan evaluasi di bidang Pengembangan 
Bcnih Pokok Kcntang; 

d. mclaksanakan perbanyakan benih pokok (G-1); 
c. mclaksanakan pengclolaan calon benih pokok (G-1); 
f. melaksanakan pcngujian benih pokok (G-1), benih sebar 

(G-2) dan produksi ken tang di lapangan; 
g. melaksanakan promosi dan distribusi benih kentang; 

informasi 
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c. pcnyclcnggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pcrlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan 

d. pcnyclenggaraan fungsi lain scsuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l), tcrdiri alas: 
a. Kcpala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; 
d. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura; 
c. Kclompok Jabalan F'ungsional; dan 
f. Saluan Pelayanan. 

teknis 
dan 

bahan kebijakan 
Tanaman Pangan 

a. pcnycleriggaraan pcngkajian 
Pcngelolaan Pcrlindungan 
Hortikultura; 

b. pcnyclcnggaraan Pcngelolaan Balai Pcrlindungan 
Tanaman Pangan dan Horlikultura meliputi Perlindungan 
Tariaman Pangan dan Perlindungan Tanaman 
Hortikullura; 

Um urn 
Paragraf 1 

Pasal 18 
( 1) UJYI'D Balai Pcrlindungan Tanarnan Pangan dan Hortikultura 

mcmpunyai tugas pokok menyelenggarakan kegialan teknis 
opcrasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu di 
bidang Pcrlindungan Tanarrian Pangan dan Hortikultura 
mcliputi Pcrlindungan Tanaman Pangan dan Perlindungan 
Tariarnan Hortikultura. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), UPTD Balai Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi: 

Bagian Keempat 
UPTD BALA! PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN 

HORTIKULTURA 

n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan f ungsi Seksi Pengembangan Benih Pokok Ken tang; 

o. mclaksanakan cvaluasi dan pelaporan Seksi 
Pcngcmbangan Bcnih Pokok Kentang; dan 

p. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 



c. mcnyclcnggarakan pcmantauan , penggunaan dan 
pcnyalahgunaan pcstisida pada tanaman pangan dan 
hortikultura; 

I. mcnyclcnggarakan penetapan rekomendasi pengendali 
organisme pengganggu turnbuhan komoditas tanaman 
pangan dan hortikultura; 

g. mcnyclenggarakan pclayanan uji mutu pestisida, pupuk, 
kimia tanah dan kandungan bahan kimia berbahaya pada 
produk Lanaman pangan dan hortikultura; 

membina, mengendalikan 
tu gas pokok dan f ungsi 
Tanaman Pangan dan 

C. menyelenggarakan koordinasi, 
dan mcmimpin pelaksanaan 
UPTD Balai Perlindungan 
Hor tikult.ura; 

d. mcnyelenggarakan pengembangan dan pemasyarakatan 
Leknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 
bcrbasis ramah lingkungan; 

dan perumusan bahan 
Perlindungan Tanaman 

b. menyelenggarakan pengkajian 
kebijakan Leknis di bidang 
Pangan dan Hortikultura; 

c. pcnyelenggaraan cvaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pcrlindungan Tariaman Pangan dan Hortikultura; dan 

d. pcnyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Ri ncia n Lugas Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman 
Pangan da n Hortikultura: 

a. mcnyclenggarakan pcngkajian program kerja UPTD Balai 
Pcrlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

pcnyclenggaraan pengkajian dan perumusan bahan 
kcbijakan lcknis Pengelolaan Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura; 

b. pcnyclenggaraan Pengelolaan Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura; 

a. 

Pasal 19 
( 1) Kepala UPTD Balai Pcrlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, 
mcmbina, mengendalikan, dan memimpin penyelenggaraan 
Pcrlindungan Tanaman Pangan dan Horlikultura meliputi 
Pcrlindungan Tanaman Pangan dan Perlindungan Tanaman 
I lort.ikultura. 

(2) Dalam mcnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1), Kcpala UPTD mempunyai fungsi: 

Paragraf 2 
Kcpala UPTD Balai Pcrlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 
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m. mcnyclcnggarakan pengkajian data dan informasi 
Pcrlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

n. mcnyclcnggarakan pcngkajian Sta ndar Pelayanan {SP) 
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pcrlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura: 

o. mcnyelcnggarakan lelaahan staf sebagai bahan 
pcrtimbangan pengambilan kebijakan; 

p. mcnyelcnggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Balai Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

q. mcnyelcnggarakan pcngkajian bahan verifikasi, kajian 
tcknis dan mcnyclcnggarakan pcmantauan tcrhadap 
pcrmohonan dan realisasi barituan kcuangan dan 
hibah/banluan sosial di bidang Pengelolaan Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

r. mcnyclcnggarakan pcngkajian bahan dan pelaksanaan 
Si stern Pcngendalian Internal Pcmerintahan (SPIP) pada 
UPTD Balai Pcrlindungan Tanaman Pangan dan 
I lortikult ura ; 

s. mcnyelenggarakan pengkajian bahan Reristra, Renja, 
RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, LPPD 
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 
(LHKASN) lingkup UPTD lingkup UPTD Balai 
Pcrlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

l. mcnyclcnggarakan penyampaian bahan saran 
pertimbangan mengcnai bidang Pengelolaan Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Horlikultura sebagai bahan 
perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

u. mcnyclcnggarakan cvaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pcrlindungan Tanarnan Pangan dan Hortikultura; dan 

v. mcnyclcnggarakan tugas lain scsuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

Organisme Pengganggu 
tanarnan pangan dan 

peramalan 
kornoditas 

k. mcnyclcnggarakan 
Tumbuhan {OPT) 
hortikultura; 

I. mcnyelenggarakan rekomendasi pengendalian organisme 
pcngganggu lumbuhan komoditas pangan dan 
hortikultura; 

h. mcnyclcnggarakan pengkajian bahan pcngembangan 
trknologi pcngcndalian Lanaman pangan dan hortikultura; 

1. mcnycleggarakan kcrjasama kcmitraan dengan instansi 
terkait; 

J. mcnyelenggarakan pengamatan, penetapan diagnosa dan 
pcnyebarluasan informasi pengganggu tumbuhan; 
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penalausahaan dan pernungutan 1. mclaksanakan 
rcstri busi; 

J. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian 
teknis dan menyelcnggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi barituan keuangan dan 
h ibah Z ban tuan sosial di bi dang Pengelolaan Balai 
Pcrlindungan Tanaman Pangan dan Horlikultura; 

k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mcngenai ketatausahaan UPTD; 

Paragraf 3 
Subbagia n Tata Usaha 

Pasal 20 
(I) Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas pokok 

mclaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan 
kctatausahaari, mcliputi menyusun bahan kebijakan teknis, 
bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pcngelolaan 
dan pcngendalian aspek kcpegawaian, keuangan, 
pcrlcngkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan 
rcncana kegiatan dan anggaran. 

(2) Dalam menyelenggarakan Lugas pokok sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mcmpunyai 
fungsi: 

a. pclaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun 
bahan kebijakan teknis kelatausahaan; 

b. pclaksanaan ketatausahaan; 

c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 
Usaha; dan 

d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha: 
a. mclaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan 

Subbagian Tata Usaha; 
b. mclaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura; 

c. mclaksanakan pengclolaan kehumasan; 

d. mclaksanakan pengclolaan adminislrasi kepegawaian; 
c. mclaksanakan penatausahaan kcuangan; 

I. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan; 
g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan 

kcarsipan; 

h. mclaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Ha sil Pemcriksaan lingkup tata usaha; 
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Tanaman Pangan; 
d. mclaksanakan pengamatan dan penetapan diagnosa 

organisme pengganggu tumbuhan; 

operasional, fasilitasi, 
bidang Perlindungan 

teknis kebijakan b. mclaksanakan penyusunan bahan 
Pcrlindungan Tanaman Pangan; 

c. mclaksanakan kegiatan teknis 
pcngcndalian dan evaluasi di 

Seksi 

b. pclaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan; 

c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Perlindungan 
Tanaman Pangan; dan 

d. pelaksanaan f ungsi lain sesuai dengan tu gas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian tugas Scksi Perlindungan Tanaman Pangan: 
a. Melaksanakan pcnyusunan program kerja 

Pcrlindungan Tanaman Pangan; 

tugas pokok sebagaimana 
Scksi Pcrlindungan Tanaman 

(2) Dalam mcnyelcnggarakan 
dimaksud pada ayat ( 1 ), 
Pangan mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

Pcrlindungan Tanaman Pangan; 

Paragraf 4 
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan 

Pasal 21 
( 1) Scksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kcgiatan Leknis penunjang tertentu di bidang Perlindungan 
Tanaman Pangan, mcliputi pengamatan dan penetapan 
diagnosa organisme pengganggu tumbuhan, peramalan 
organisme pengganggu tumbuhan komoditas pangan dan 
pcngawasan rnutu dan residu serta pernantauan dampak 
pcnggunaan pestisida serta fasilitasi bahan dan alat 
opcrasional pengendalian organisme pengganggu tumbuhan 
komoditas pangan. 

I. mclaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Staridar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata 
Usaha; 

m.mclaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup 
Tata Usaha; 

n. mclaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Subbagian Tata Usaha; 

o. mclaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pcngambilan kebijakan; 

p. mclaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 
Usaha; dan 

q. mclak sana kan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 
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Paragraf 5 
Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura 

Pasal 22 

( 1) Scksi Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kegiatan Leknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang terlentu di bidang Perlindungan 
Tanaman Hortikultura meliputi pengarnatan dan penetapan 
diagnosa organisme pengganggu tumbuhan komoditas 
hortikultura, pengawasan mu Lu dan residu serta 
pemantauan dampak penggunaan pestisida dan penyusunan 
bahan perietapan rckomendasi pengendali organisme 
pcngganggu Lumbuhan komoditas hortikultura serta Iasilitasi 
bahan dan alat opcrasional pengendalian organism 
pcngganggu turnbuhan kornoditas horukultura. 

m. mclaksanakan pcnyusunan bahan verifikasi, kajian 
tck nis dan menyclcnggarakan pcmaritauan tcrhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hi bah/ bantuan sosial di bidang Perlindungan Tanaman 
Pangan; 

n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mcngcnai Pcrlindungan Tanaman Pangan sebagai bahan 
pcrumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; 

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi 
Perlindungan Tanaman Pangan; dan 

q. mclaksanakan tugas lain scsuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

k. mclaksanakan Lelaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pcngambilan kebijakan; 

1. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Perlindungan Tanaman 
Pangan; 

informasi dan 1. mclaksanakan penyusunan data 
Pcrlindungan Tanaman Pangan; 

J. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan 
Tanaman Pangan; 

pengganggu pengcndalian organisme 
komoditas pangan; 

g. melaksanakan pengawasan mutu dan residu serta 
pernantauan dampak penggunaan pestisida; 

h. melaksanakan fasilitasi bahan dan alat operasional 
tumbuhan 

penetapan 
pengganggu 

pengganggu c. mclaksanakan peramalan orgarusrne 
turnbuhan kornoditas pangan; 

f. melaksanakan penyusunan bahan 
rekomendasi pengendali orgamsme 
turnbuhan kornoditas pangan; 
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k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pcmeriksaan lingkup Seksi Perlindungan Tanaman 
Hortikultura; 

l. mclaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian 
tcknis dan menyclenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hi bah/ bantuan sosial di bidang Perlindungan Tanaman 
I Iortikultura; 

Operasional 
Tana man 

I. melaksanakan Pcnyusunan Standar 
Prosedur (SOP) Seksi Perlindungan 
I lortikultura; 

J. mclaksanakan Lelaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pcngarnbilan kebijakan; 

informasi dan h. melaksariakan pcnyusunan data 
Perlindungan Tanaman Hortikultura; 

f. melaksanakan pengawasan mutu dan residu serta 
pemantauan dampak penggunaan pestisida; 

g. melaksanakan f asili lasi bah an dan alat operasional 
pcngcndalian organism pcngganggu tumbuhan komoditas 
hortikultura; 

penetapan 
pengganggu 

dan penetapan diagnosa 
tumbuhan komoditas 

d. melaksanakan pengamatan 
orgarnsme pengganggu 
hortikultura; 

c. mclaksanakan penyusunan bahan 
rckomendasi pcngendali organisme 
Lumbuhan kornoditas hortikultura; 

(2) Dalarn menyclcnggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1), Seksi Perlindungan Tanaman 
I lortikultura mempunyai fungsi: 

a. pclaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 
Pcrlindungan Tanaman Hortikultura; 

b. pelaksanaan Perlindungan Tanaman Hortikultura; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Perlindungan 
Tanaman Hortikultura; dan 

d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rirician Lugas Scksi Perlindungan Tanaman Hortikultura: 

a. mclaksanakan penyusunan program kerja Seksi 
Pcrlindungan Tanaman Hortikultura; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 
Perlindungan Tanaman Hort ikult.ura; · 

c. mclaksanakan kegiatan teknis operasional, Iasilitasi, 
pcngcndalian dan evaluasi di bidang Pcrlindungan 
Tanaman Hort ikult ura; 



Paragraf 1 

Pasal 23 

( 1) UPTIJ Balai Pengawasan dan Scrtifikasi Benih Tanarnan 
Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok 
mcnyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kcgiatan teknis penunjang terlentu di bidang Balai 
Pcngawasan dan Scrtifikasi Benih Tanaman Pangan dan 
l lortikultura mcliputi Pcngawasan Mutu dan Sertifikasi 
Bcnih Tanaman Pangan serta Pengawasan Mutu dan 
Scrtifikasi Benih Tanaman Hortikultura. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengawasan dan 
Scrtifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 
mcmpunyai fungsi: 

a. pcnyelenggaraan pengkajian bahan kcbijakan teknis 
Pcngelolaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Be nih 
Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

b. penyelenggaraan Pcngelolaan Balai Pengawasan dan 
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 
mcliputi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih 
Tana man Pangan scrta Pengawasan Mutu dan Sertifikasi 
Bcnih Tanarnan Hort.ikulrura.: 

c. pcnyclcnggaraan cvaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pcngawasan dan Scrtifikasi Benih Tanaman Pangan dan 
Hortikultura; dan 

d. pcnyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

Um um 

Bagian Kelima 
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

m. mclaksanakan pcnyarnpaian bahan saran pertimbangan 
mcngcnai perencanaan dan pemanfaatan Perlindungan 
Tanaman 1-Iortikultura sebagai bahan perumusan 
kcbijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Scksi Perlindungan Tanaman Hortikultura; 

o. mclaksanakan cvaluasi dan pelaporan Seksi 
Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

........ 
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Paragraf 2 
Kcpa la UfYI'D l:3alai Pcngawasan dan Scrtifikasi Benih Tanarnan 

Pangan dan Hortikultura 
Pasal 24 

( 1) Kcpala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok 
mcngkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan 
mcmimpin penyelenggaraan Balai Pengawasan dan 
Scrt ifika si Bcnih Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi 
Pcngawasan Mutu dan Scrtifikasi Benih Tanarnan Pangan 
scrta Pcngawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanarnan 
Hortikultura. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi: 
a. pcnyclcnggaraan pcngkajian dan perumusan bahan 

kcbijakan teknis Pengelolaan Pengawasan dan Sertifikasi 
Bcn ih Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

b. pcnyelenggaraan Pcngelolaan Pengawasan dan Sertifikasi 
13cnih Tanaman Pangan dan Horlikultura; 

c. pcnyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pcngawasan dan Scrtifikasi Benih Tanaman Pangan dan 
Hortikultura; dan 

d. pcnyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Kepala UPTD Balai Pengawasan dan 
Scrtifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura: 
a. mcnyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai 

Pcngawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan 
I lortikultura; 

b. mcnyclcnggarakan pengkajian dan perumusan bahan 
kcbijakan teknis di bidang Pengawasan dan Sertifikasi 
Bcnih Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

c. menyelenggarakan koordinasi,membina, mengeridalikan 
dan memimpin pelaksanaan lugas pokok dan lungsi 
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman 
Pangan dan Hortikult.ura; 

d. Scksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman 
Hortikultura; 

c. Kclornpok Jabalan Fungsiorial; dan 
I. Saluan Pelayanan. 

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi 
Bcrnh Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana 
drrnak sud pada ayat ( 1), terdiri atas: 
a. Kcpala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman 
Pangan; 
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Paragraf 3 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 25 

( 1) Subbagian Tata Usaha mcrnpunyai iugas pokok 
mclaksanakan kegialan teknis operasional dan/ atau 
kcgialan teknis penunjang terten~u di bidang kegiatan 
kctatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, 
bahan koordinasi, pcmbinaan, mclaksanakan pcngclolaan 
da n pcngendalian aspek kepegawaian, kcuangan, 
pcrlcngkapan, umum dan kehumasan, scr ta penvusunan 
rcncana kegiatan dan anggaran. 

rn. mcnyclenggarakan cvaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pengawasan dan Scrtifikasi Benih Tanarnan Pangan dan 
I Iort.ikuh.ura ; dan 

n. mcnyclenggarakan tugas lain scsuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

d. rncnyclenggarakan pengawasan muru dan scrtifikasi 
bcnih tanarnan pangan dan hortikultura; 

c. rncnyelenggarakan pengkajian data dan informasi 
Pcngawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan 
I lortikultura; 

I. rncnyclcnggarakanpcngkajian Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Opcrasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan 
Scrtifikasi Bcnih Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan 
pcrlirnbangan pengarnbilan kebijakan; 

h. mcnyclcnggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan 
Hasil Pcrncriksaan lingkup UPTD Balai Pengawasan dan 
Scrtifikasi Benih Tanarnan Pangan dan Hortikultura; 

1. mcnyclenggarakan perigkajian · bahan verifikasi, kajia n 
tcknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi ban tuan keuangan dan 
hibah/banluan sosial di bidang Pengelolaan Pengawasan 
da n Scr tifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

J. rncnyclenggarakan pcngkajian bahan dan pclaksanaan 
Sistern Pengendalian Internal Pcmerintahan (SPIP) pada 
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman 
Pangan dan Hortikultura; 

k. mcnyclenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, 
RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, 
LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur' Sipil Negara 
(LHKASN) lingkup UPTD lingkup UPTD Balai Pengawasan 
dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

1. menyelenggarakan penyampaian bahan saran 
pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Pengawasan 
dan Serlifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 
scbagai bahan perumusan kebijakan Pernerintah Daerah 
Provinsi; 
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(2) Dalarn menyelenggarakan iugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai 
fungsi: 

a. pclaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun 
bahan kebijakan teknis ketatausahaan; 

b. pclaksanaan ketatausahaan; 
c. pclaksanaan cvaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 

Usaha; dan 

d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dcngan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan 
Subbagian Tata Usaha; 

b. mclaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran UPTD Balai Pengawasan dan Serlifikasi Benih 
Tanaman Pangan dan Hort.ikult ur-a; 

c. meJaksanakan pengelolaan kehumasan; 
d. melaksanakan pengclolaan administrasi kepegawaian; 
c. mcla ksariaka n pcnatau sahaan kcuangan; 

f. melaksanakan pengclolaan um um dan perlengkapan; 

g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan 
kcarsipan; 

h. melaksanakan penyusunan bahan t indak Ian jut Laporan 
Hasil Pcmeriksaan lingkup tata usaha; 

1. melaksanakan pcmungutan dan penatausahaan 
rcstribusi: 

J. melaksanakan perrghimpunan bah an verifikasi, kajian 
Lcknis dan menyclenggarakan pemanlauan terhadap 
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Pcngclolaan Balai 
Pcngawasan dan Scrtifikasi Ben ih Tariarnan Pangan dan 
I lort.ikultura; 

k. melaksanakan penyampaian bahan saran pcrtimbangan 
mcngenai kctatausahaan UPTD; 

l. mcJaksanakan Pcnyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata 
Usaha; 

m. melaksanakan Penyusunan data dan inforrnasi lingkup 
Tata Usaha; 

n. mclaksariakan pcngcndalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Subbagian Tata Usaha; · · · 

o. melaksanakan tclaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pcngambilan kebijakan; 

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 
Usaha; dan 

q. mclaksanakan tugas lain scsuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 
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f. melaksanakan Penyusunan Staridar Pelayanan (SP) da r1 

Standar Operasional Proscdur (SOP) Pengawasan Mu tu 
dan Scrtifik a si Bcnih Tanaman Pangan; 

g. melaksanakan tclaahan staf sebagai bahan pertirnbangan 
pcngambilan kcbijakan; 

dan informasi 
Benih Tanarnan 

c. melaksanakan penyusunan data 
Pengawasan Mutu dan Sertifikasi 
Pangan; 

d. melaksanakan perigawasan mutu dan serLifikasi benih 
tariarnan pangan, rncliputi penilaian kultivar, sertifikasi 
bcnih, pcngujian bcnihdan pengawasan peredaran benih 
tanaman pangan; 

kebijakan tekrus 
Benin Tanarnan 

penyusunan bahan 
Mutu dan Scrlifikasi 

b. mclaksanakan 
Pcngawasan 
Pangan; 

c. mclaksanakan kcgiatan Lcknis opcrasional, fasilitasi, 
pcngcndahan dan cvaluasi di bidang Perigawasan Mutu 
dan Scrtifikasi Benih Tanaman Pangan; 

pcnyusunan program kerja Seksi 
Mut.u dan Sertifikasi Benih Tanarnan Pcngawasan 

Pangan; 

Pcngawasan Mutu dan Serl ifikasi Benih (3) Rincian tugas Seksi 
Tanaman Pangan: 
a. melaksanakan 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan 
Mulu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan; dan 

d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

kcbijakan teknis 
Benih Tanaman 

penyusunan bdhan 
Mut.u dan Sertifikasi 

a. pclaksanaan 
Pcngawasan 
Pangan; 

b. pclaksanaan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Pangan; 

Paragraf 4 
Scksi Pcngawasan Mut.u dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 

Pasal 26 
( 1) Scksi Pcngawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman 

Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 
tcknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang 
tcrte ntu di bidang Pengawasan Mut.u dan Sertifikasi Benih 
Tariarnan Pangan mcliputi pcnyusunan program kcrja, 
ba ha n pct.unjuk lcknis, pcngolahan data, penilaian kultivar, 
scrt.ifika si bcnih, pcngujian beriih dan pengawasan 
pcrcdaran bcnih ta narnan pangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Mutu dan 
Scnifikasi Benih Tanaman Pangan mempunyai Iungsi: 
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( 1) Scksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman 
Hortikultura mernpunyai tugas pokok 
melaksanakankegiatan teknis operasional dan/ atau 
kcgiatan teknis penunjang tertentu di bidangPengawasan 
Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikulturarneliputi 
pcnyusunan program kerja, bahan petunjuk tcknis. 
pengolahan data, pengawasan peredaran benih, pcnilaian 
kultivar, sertifikasi bcnih dan pengujian laboratorium benih 
tanaman hortikultura. · · 

(2) Dalam mcnyclcnggarakan tugas pokok sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengawasan Mutu dan 
Scrtifikasi Benih Tanaman Hort.ikuh.urarnernpunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman 
Hortikultura; 

b. pclaksanaan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Hortikultura; 

c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan 
Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura; dan 

d. pelaksanaanfungsi lain sesuai dengan tugas pokok dart 
fungsinya. 

Paragraf 5 
Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi.BenihTnnarnan 

Hortikultura 

Pasal 27 

Seksi 
Tan am an 

dan pelaporan 
Ser tifikasi Benih 

I. mclaksanakan evaluasi 
Pcngawasan Mutu dan 
Pangan;dan 

m. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

h. mclaksanakan perry usunan bahan tindak lanjut Laporan 
I la sil Pcmcriksaan lingkup Seksi Pengawasan Mutu dan 
Scrt ifi kasi Bcn ih Tanaman Pangan; 

1. mclaksariakan penyusunan bahan verifikasi, kajian 
teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Pengawasan Mutu dan 
Scrtifikasi Bcnih Tanaman Pangan; 

J. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertirnbangan 
mcngeriai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Beriih 
Tanaman Pangan sebagai bahan perumusan kebijakan 
Pcrnerintah Daerah Provinsi; 

k. mclaksanakan pcngcndalian pclaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Scksi Pcngawasan Mutu clan Sertifikasi Benih 
Ta na rna n Pangan; 
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da n fungsinya. 

dan pclaporan Scksi 
Sertifikasi Be nih Tanaman 

mclaksanakan cvaluasi 
Pcngawasan Mutu dan 
Hortikultura; dan 

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 

I. 

1. rnelaksanakan pcnyusunan bahan verifikasi, kajian 
teknis dan rnenyelenggarakan pernantauan terhadap 
pcrrnohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Perigawasan Mutu dan 
Scrtifikasi Benih Tanarnan Horukultura; 

J. mclaksanakan penyampaian bahan saran pcrtimbangan 
mengcnai perencanaan dan pcmanfaatan Pcngawasan 
Mu tu dan Scrtifikasi Benih Tanarnan Hortikultura 
scbagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah 
Dacrah Provinsi; 

k. rnelaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi 
Bcnih Tanarnan Hortikultura; 

bah an g. rnclaksanakan telaahan staf sebagai 
pcrtirnbangan pengarnbilan kebijakan; 

h. mclaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut 
Laporan Hasil Perneriksaan lingkup Seksi Pengawasan 
Mutu dan Sertifikasi Benih Tanarnan Hort.ikult ura ; 

(3) Rincian tugas Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi 
Bcnih Tanaman Hortikultura: 

a. mclaksanakan pcnyusunan program kerja Seksi 
Pcrigawasan Mutu dan Scrtifikasi Benih Tanarnan 
Hortikultura; 

b. melaksanakan pcnyusunan bahan kebijakan teknis 
Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanarnan 
Hortikultura; 

c. rnclaksanakan kcgiatan teknis operasional, fasilitasi, 
pcngendalian dan evaluasi di bidang Pengawasan Mutu 
da n Sertifikasi Bcnih Tanarnan Hortikultura; 

d. rnclaksanakan pcngawasan mutu dan scrtifikasi bcnih 
tanarnan pangan, rneliputi penilaian kultivar, sertifikasi 
benih, pengujian benih dan pengawasan peredaran 
bcnih Tanaman Hortikultura; 

c. data da n informasi Perigawasan Mutu dan Scrtifikasi 
Bcriih Tanaman Hortikultura; 

f. rnclaksanakan Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi 
Benih Tanaman Hortikultura; 
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Paragraf 2 

Kcpala UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian 
Pasal29 

( 1) Kcpa la UfYfD Balai Pengem bangan Mekanisasi Pcrtanian 
mcrnpunyai tugas pokok merigkoordinasikan, mcmbina, 
mengendalikan, dan memimpin penyelenggaraan 
Pcngembangan Mekanisasi Pertanian melipuu 
Pcngembangan Alal Mesin Pertanian dan Pengujian dan 
Pcnzawasan Alat Mesin Pertanian: a , 

a. Kcpala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian; 
d. Scksi Pengujian dan Pengawasan Alai Mesin Pertanian; 
c. Kclompok Jabalan Fungsional; dan 
I. Saluan Pclayanan. 

Um urn 
Paragraf 1 

Pasal 28 
( 1) UfYfD Balai Pcngcmbangan Mekanisasi Pertanian 

mcmpunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terteritu di 
bidang Pengembangan Mekanisasi Pertanian meliputi 
Pcngembangan Alat Mesin Pert.ariian dan Pengujian dan 
Pcngawasan Alat Mcsin Pertanian. 

(2) Dalam mcnyclcnggarakan Lugas pokok scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengembangan 
Mckanisasi Pertanian mempunyai Iungsi: 

a. penyelenggaraan perigkajian bahan kebijakan teknis 
Pengelolaan Pengembangan Mekanisasi Pertanian; 

b. pcnyclcnggaraan Pengelolaan Pengembangan Mekanisasi 
Pcrtanianmcliputi Pcngembangan Alai Mesin Pertanian 
dan Pcngujian dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; 

c. pcnyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pengembangan Mekanisasi Pertanian; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan 
Mckanisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tcrdiri alas: 

LJIYfD BALA! PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN 
Bagian Kccnam 
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1. mcnyclcnggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian 
Lcknis dan mcnyclenggarakan pernantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/banluan sosial di bidang Pengelolaan 
Pengembangan Mckanisasi Perlanian; 

J. mcnyclcnggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan 
Si stern Pcngendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada 
UfYJ'D Balai Pcngcmbangan Mckanisasi Pertanian; 

k. mcnyclcnggarakan pengkajian bahan Renslra, Renja, 
RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, ser ta LKIP, LKPJ, 
LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 
Negara (LHKASN) lmgkup UPTD lingkup UPTD Balai 
Pengcmbangan Mckanisasi Perlanian; 

bah an g. mcnyclcnggarakan lelaahan staf sebagai 
perlimbangan pengambilan kebijakan; 

h. menyelenggarakan pengkajiarr tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan lingkup lJPTD Balai Pengernbangan 
Mckanisasi Pertanian; 

pcrlanian; 
c. mcnyelenggarakan pengkajian data dan informasi 

Pcngembangan Mekanisasi Pertanian; 
f. mcnyclcnggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) 

dan Standar Operasional Proscdur (SOP) Pengernbangan 
Mekanisasi Penanian; 

koordinasi, membina, 
memimpin pelaksanaan tugas 

UPTD Balai Pengernbangan 

menyelenggarakan 
mcngcndalikan dan 
pokok dan fungsi 
Mckanisasi Pertanian; 

d. mcnyelcnggarakan mekanisasi pertanian, meliputi 
pcngcmbangan, pcngujian dan pcngawasan alal rnesin 

c. 

a. mcnyclenggarakan pengkajian program kcrja UPTD 
Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian; 

b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan 
kcbijakan teknis di bidang Pengembangan Mekanisasi 
Perlanian; 

Pengembangan Balai UPTD (3) Rincian tugas Kepala 
Mckanisasi Pcrtariian: 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ), Kepala UPTD mempunyai fungsi: 
a. pcnyclcnggaraan pengkajian dan perumusan bahan 

kcbijakan te knis Pengelolaan Pcngcmbangan Mekanisasi 
Pcrtanian ; 

b. penyelenggaraan Pengelolaan Pengembangan Mekanisasi 
Pertanian: 

c. pcnyclcnggaraan cvaluasi dan pclaporan UPTD Balai 
Pcngcrnbangan Mckanisasi Pcr tanian; dan 

d. pcnyelcnggaraan fungsi lain scsuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 
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c. melaksanakan pengelolaan kehumasan; 
d. melaksanakan pengclolaan administrasi kcpegawaian; 

c. mclaksanakan pcnalausahaan keuangan; 
f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan; 
g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan 

kearsipan; 
h. mclaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 

Hasil Pemcriksaan lingkup Lala usaha; 

Paragraf 3 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 30 
( 1) Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kcgiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan 
kctatausahaan , meliputi menyusun bahan kebijakan 
tcknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan 
pcngclolaan dan pengendalian aspek kepegawaian , 
kcuarigan, pcrlengkapan, umum dan kehumasan, sert a 
pcnyusunan rencana kcgiatan dan anggaran. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai 
fungsi: 

a. pclaksanaan koordinasi, pcnyusunan dan mcnghimpun 
bahan kcbijakan Lcknis ketatausahaan; 

b. pclaksanaan ketatausahaan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 

Usaha; dan 
d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dcngan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan 
Subbagian Tata Usaha; 

b. melaksanakan pcnyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi 
Pcnanian; 

I. mcnyelcnggarakan penyampaian bahan saran 
pcrtirn bangan mengeriai bi dang Pengclolaan 
Pcngcmbangan Mckanisasi Pertanian sebagai bahan 
perumusari kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pcngembangan Mekanisasi Pertanian; dan 

n. menyclcnggarakan tugas lain se suai dengan Lugas 
pokok dan fungsinya. 
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Seksi c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
Pengembangan Alat Mesin Pertanian; dan 

d. pelaksanaan f ungsi lain sesuai dengan tu gas pokok dan 
fungsinya. 

Paragraf 4 
Scksi Pengembangan Alat Me sin Pertanian 

Pasal 31 
( 1) Scksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian mempunyai 

tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/ atau kegiatan lcknis perrunjang tertcntu di bidang 
Pcngcmbangan Alal Mesin Pcrtanian, rneliputifasihtasi 
pcningkatan peran kelembagaan pcngelola alat mesin 
pcrtanian , pcmbuatan gambar tekriik prototype alat mesin 
pcrtanian , dan pcmbuatan prototype alat mesin pertanian 
scrta modifikasi dan pabrikasi prototipe alat me sm 
pcrtanian. 

(2) Dalam menyelcnggarakan tugas pokok scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Alat Mesin 
Pcrtariian mcmpunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

Pcngembangan Alal Mesin Pertanian; 
b. pclaksanaan Pcngembangan Alat Mesin Perlanian; 

k. mclaksanakan penyarnpaian bahan saran pcrtimbangan 
mengenai ketat ausahaan UPTD; 

I. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata 
Usaha; 

m. mclaksariakan Penyusunan data dan inforrnasi lingkup 
Tata Usaha; 

n. mclaksanakan pcngendalian pelaksanaantugas pokok 
dan fungsi Subbagian Tata Usaha; 

o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 
Usaha; dan 

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

penatausahaan dan pcmungutan 1. melaksanakan 
rcstribusi; 

J. mclaksanakan pcnghimpunan bahan verifikasi, kajian 
lcknis dan menyclenggarakan pernantauan terhadap 
permohonan dan realisasi ban LU an keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Balai 
Pengembangan Mekanisasi Pertanian; 
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pertimbangan pengambilan kcbijakan; 
k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 

Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Alat 
Mcsin Pcrtanian; 

I. mclaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian 
tck nis dan menyclenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/banluan sosial di bidang Pengembangan AlaL 
Mcsin Pertanian; 

m. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertirnbangan 
mcngenai Pengembangan Alat Mesin Pertanian sebagai 
bahan pcrumusan kcbijakan Pernerintah Daerah 
Provinsi; 

n. mclaksanakan pengcndalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Scksi Pcngembangan Alat Mcsin Pcrtanian; 

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Se ksi 
Pcngcmbangan Alat Mesin Pertanian; dan 

p. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

bahan sebagai staf Lclaahan J. rnelaksanakan 

inforrnasi cian 
mesin pcrtanian ; 

h. mclaksanakan pcnyusunan da La 
Pengembangan Alai Mesin Pertanian; 

1. melaksanakan Penyusunan Standar Peiayanan (SP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Alat 
Mcsin Perta nia n; · 

mesm a lat prototype pcrnbuatan I. mclaksanakan 
pcrtanian ; 

g. mclaksanakan modifikasi dan pabrikasi prototipe alat 

(3) Rincian Lugas Seksi Pcngembangan AlaL Mesin Pertanian: 
a. melaksanakan pcnyusunan program kerja Seksi 

Pcngcmbangan AlaL Mcsin Pertanian; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tekrus 
Pengcmbangan AIRL Mesin Pertanian; 

c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, 
pcngendalian dan evaluasi di bidang Pengembangan Alat 
Mesin Pertaniari; 

d. mclaksanakan fasilitasi pcriingkatan peran kelembagaan 
pcngclola alat mcsin perlanian; 

c. melaksanakan pernbuatan gambar teknik prototype alat 
mesin pertanian; 
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bahan 1. mclaksanakan tclaahan staf scbagai 
pcrtimbangan pcngambilan kcbijakan; 

(I) Scksi Pcngujian dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 
mcrnpunyai tugas pokok mclaksanakan kegiatan tcknis 
opcrasional dan/atau kegiatan Lcknis penunjang Lcrlentu di 
bidang Pengujian dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 
meliputi pengujian dan pengawasan alat mesin pertanian, 
rekornendasi dan sosialisasi alat mesin pertanian yang layak 
digunakan ditingkat pctani dan pcngawasan terhadap jenis, 
jumlah, kcamanan kcrja dan dokumen persyaratan alat 
me sin pcrtanian yang bcrcdar di Lingkal pclani/pcngguna. 

(2) Dalarn mcnyelcnggarakan tugas pokok sebagairnana 
dimaksud pad a ayat ( 1), Seksi Pengujian dan Perigawasan 
Alai Mesin Pertanian mempunyai fungsi: 
a. pclaksanaan penyusunan bahan kebijakan Leknis 

Pcngujian dan Pcngawasan Alar Mcsin Pcrtanian; 
b. pclaksanaan Pengujian dan Pengawasan Alai Mesin 

Pcrtanian; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengujian 
dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain se suai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian tugas Scksi Pcngujian dan Pcngawasan Alat Mesin 
Pcrta nian: 
a. melaksanakan pcnyusunan program kcrja Seksi 

Pengujian dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; 
b. mclaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 

Pcngujian dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; 

c. melaksanakan kcgiatan Leknis operasional, fasilitasi, 
pcngendalian dan evaluasi di bidang Pengujian dan 
Pengawasan Alat Mcsin Pertanian; : 

d. melaksanakan pengujian dan pengawasan alat mesrn 
pcrtanian; 

c. melaksanakan rekomendasi dan sosialisasi alat mesin 
pertanian yang layak digunakan ditingkat petani; 

f. melaksanakan pengawasan terhadap jenis, jumlah, 
keamanan kerja dan dokumen persyaratan alal mcsin 
pcrtanian yang bercdar di Lingkat petaui Zpengguna: 

g. melaksanakan pcnyusunan data dan inforrnasi 
Pcngujian dan Pcngawasan Alat Mesin Pertanian; 

h. mclaksanakan Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Seksi Pengujian dan Pcngawasan Alat 
Mcsin Pcrtanian; 

Paragraf 5 
Scksi Pengujian dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 

Pasal 32 
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c. pcnyclcnggaraan cvaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pclatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan Lugas pokok 
dan fungsinya. 

teknis 
dan 

a. pcnyclcnggaraan pcngkajian bahan kebijakan 
Pcngclolaan Pela tihan Tanarnan Pangan 
Hortikultura; 

b. pcnyeleriggaraan Pcngelolaan Pclatihan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura meliputi Perencanaan dan 
Pcngcmbangan Pclatihan serta Pelaksanaan Pclatihan; 

Paragraf 1 

Pasal 33 
(1) UPTDBalai Pelatihan Tanaman Pangan dan 

Hortikulturamcmpunyai tugas pokok menyelcnggarakan 
kegiatan tcknis operasional dan/ atau kegiatan teknis 
pcnunjang tcrtentu di bidang Pelatihan Tanaman Pangan 
dan Hortikulturarneliputi Perencanaan dan Pengembangan 
Pcla tihan serta Pelaksanaan Pelatihan. 

(2) Dalarn menyclenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pelatihan Tanarnan 
Pangan dan Hortikulturamempunyai fungsi: 

Um um 

Bagian Ketujuh 
UPTD BALAI PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN 

HORTIKULTURA 

J. mclaksanakan pcnyusurian bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pcmcriksaan lingkup Seksi Pengujian dan 
Pcngawasan Alat Mcsin Pertanian; 

k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian 
tck nis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 
pcrmohonan dan rcalisasi bantuan kcuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Pengujian dan 
Pcrigawasan Alat Mcsin Pertanian; 

I. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mengenai perencanaan dan pemanfaatan Pengujian dan 
Pengawasan Alat Mesin Pertanian sebagai bahan 
perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

in. melaksanakan pcngcndalian pelaksauaan tugas pokok 
dan fungsi Scksi Pcngujian dan Pcngawasan Alat Mesin 
Pertanian; 

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengujian 
dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; dan 

o. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan Iungsinya. 
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d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Kepala UPTD Balai Pelatihan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura: · · 

a. menyclenggarakan pengkajian program kerja UITD 
Balai Pelat.ihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

b. menyclenggarakan pengkajian dan pcrurnusan bahan 
kebijakan teknis di bidang Pelatihan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura; · 

c. mcnyelenggarakan koordinasi, rnernbma, 
mcngendalikan dan mcrnimpin pelaksanaan tugas 
pokok da n fungsi UPTD Balai Pelatihan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura: 

d. menyelenggarakan pelatihan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura; 

Pelatihan Tanaman b. penyelenggaraan Pengelolaan 
Pangan dan Hortik uh ura; 

c. penyelenggaraan cvaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan 

Paragraf 2 
Kepala UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 
Pasal34 

(I) Kcpala UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, 
membina, mengendalikan, dan memimpin penyelenggaraan 
Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi 
Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan serta 
Pclaksanaan Pclatihan. 

(2) Dalam mcnyclenggarakan tugas pokok sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1), Kepala UPTD mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan pengkajian dan perurnusan bahan 
kebijakan teknis Pengclolaan Pelatihan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura; 

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Tanaman 
Pangan dan Hortikulturasebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ), tcrd iri alas: 
a. Kcpala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan; 
d. Scksi Pelaksanaan Pelalihan; dan 
c. Kclornpok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 3 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 35 

( 1) Subbagian Ta La Usaha mcmpunyai tugas pokok 
rncla ksa na kan kegiatan tcknis operasioria) dan/ atau 
kcgiatan teknis penunjang tertcntu di bidang kegiatan 
kelatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan 
tcknis, bahan koordinasi, pembinaan, rnelaksanakan 
pcngelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, 
kcuangan, pcrlcngkapan, umum dan kehumasan, serta 
pcnyusunan rcncana kcgiatan dan anggaran. 

(2) Dalam menyclenggarakan tugas po kok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), Subbagian Tata Usaha mempunyai 
fungsi: 
a. pclaksanaan koordinasi, penyusunan dan meughimpun 

bahan kebijakan tcknis ketatausahaan; 

c. mcnyelenggarakan pengkajian data dan informasi 
Pclatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

f. mcnyclcnggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) 
dan Standar Opcrasional Prosedur (SOP) Pelatihan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

g. menyelengga.rakan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 

h. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan 
I lasil Pcmcriksaan lingkup UPTD Balai Pclatihan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

1. mcnyclcnggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian 
tcknis dan menyclenggarakan pemantauan Lerhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Pelatihan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

J. mcnyclcnggarakan pcngkajian bahan dan pelaksanaan 
Sistem Pengcndalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada 
UPTD Balai Pclatihan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura; 

k. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, 
RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, 
LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 
Negara (LHKASN) lingkup UPTD lingkup UPTD Balai 
Pclatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; · 

I. rnenyclcnggarakan penyampaian bahan saran 
pertimbangan mcngenai bidang Pengelolaan Pelatihan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai bahan 
pcrumusan kebijakan Pernerintah Daerah Provinsi; 

m. menyclenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai 
Pelatihan Tanaman Pangan dan Horlikultura; dan 

n. menyclcnggarakan tugas lain sesuai derigan tugas 
pokok dan fungsinya. 
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q. melaksariakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

bah an o. melaksana kan telaahan staf sebagai 
pcrtirn bangan pcngambilan kcbijaka n; 

p. mclaksanakan cvaluasi da n pclaporan Subbagian Tata 
Usaha; dan 

k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mengenai ketatausahaan UPTD; 

I. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP} dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata 
Usaha; 

m. mclaksanakan Penyusunan data dan, informasi lingkup 
Tata Usaha; 

n. melaksanakan pengendalian pe laksanaan tugas pokok 
dan fungsi Subbagian Tata Usaha; 

pen a tau sahaan dan pemungutan 1. melaksanakan 
restribusi; 

J. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian 
teknis dan menyclenggarakan pernantauan tcrhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang Pengclolaan Balai 
Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

b. pclaksanaan ketatausahaan; 

c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata 
Usaha; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan 
Subbagian Tata Usaha; 

b. melaksanakan pcnyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan 
Hor tik ult u ra ; 

c. mclaksanakan pcngclolaan kehumasan; 

d. melaksanakan pengelolaan adrnin istrasi kepegawaian: 
e. melaksanakan penatausahaan keuangan; 

I. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan; 
g. mclaksanakan pengclolaan tata naskah dinas dan 

kcarsipan; 

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut 
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha; 

· 49 



pcrtimbangan pengambilan kcbijaka n; 
1. mclaksanakan pcnyusunan bahan tindak lanjut 

Laporan Hasil Pemcriksaan lingkup Scksi Perencanaan 
Dan Perigcmbangan Pelatihan; 

J. rnelaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian 
teknis dan menyclcnggarakan pernantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi barituan keuangan dan 
hibah/banluan sosial di bidang Pcrencanaan dan 
Pcngcmbangan Pelatihan; 

bahan pcngembangan c. melaksanakan penyusunan 
pelatihan; 

f. melaksanakan pcnyusunan data dan informasi 
Pcrcncanaan dan Pcngernbangan Pelatihan; 

g. mclaksanakan Penyusunan Standar Pelayarian (SP) dan 
Standar Opcrasional Prosedur (SOP) Perencanaan Dan 
Pengembangan Pelatihan; 

h. melaksanakan tclaahan staf sebagai bahan 

Paragraf 4 
Scksi Pcrcncanaan Dan Pengcmbangan Pelatihan 

Pasal 36 
( 1) Scksi Perencanaan Dan Pengembangan Pelatihan 

mempunyai Lugas pokok melaksanakan kegiatan Leknis 
opcrasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terteritu 
di bidang Percncanaan dan Pengcmbangan Pelalihan, 
mcliputi pcnyusunan bahan pengembangan pelalihan dan 
bahan percncanaan dan evaluasi pelatihan. 

(2) Dalam menyelenggarakan Lugas pokok scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Seksi Percncanaan Dan 
Pengembangan Pclatihan mempunyai fungsi: 
a. pclaksanaan penyusunan bahan kcbijakan tcknis 

Pcrcnca naan dan Pcngembangan Pelatihan; 

b. pelaksanaan Pcrencanaan dan Pengembangan Pelatihan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Perencanaan 

dan Pengcmbangan Pelatihan; dan 
d. pelaksanaan Iungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian Lugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan 

Pclatihan: 

a. mclaksanakan pcnyusunan program kerja Seksi 
Pcrcncanaan dan Pcngembangan Pclatihan; 

b. mclaksanakan penyusunan bahan kcbijakan teknis 
Pcrcncanaan dan Pcngembangan Pelatihan; 

c. mclaksanakan kegiatan teknis operasional, Iasilitasi, 
pengendalian dan cvaluasi di bidang Perencanaan dan 
Pcngcmbangan Pclatihan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan per~ncanaan dan 
cvaluasi pelaLihan; 
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bah an g. melaksanakan telaa ha n staf sebagai 
pcrtimbangan perigambilan kcbijakan; 

I. mclaksariakan Penyusunan Standar Operasional 
Proscdur (SOP) Seksi Pelaksanaan Pelatihan; 

informasi da11 data 

dan pangan tanaman pclatihan d. melaksanakan 
hortikultural; 

c. mclaksa nakan pcnyusunan 
Pclaksanaan Pclatihan; 

b. pclaksanaan Pelaksanaan Pclatihan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Se ksi Pelaksanaan 

Pelatihan; dan 
d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dengan rugas pokok 

dan fungsinya. 
(3) Rincian tugas Seksi Pclaksanaan Pelatihan: 

a. melaksanakan pcnyusunan program kerja Seksi 
Pelaksanaan Pelatihan; 

b. melaksanakan pcnyusunan bahan kebijakan teknis 
Pclaksanaan Pclatihan; 

c. mclaksariakan kegiatan teknis opcrasional, fasilitasi, 
pcngendalian dan cvaluasi di bidang Pclaksanaan 
Pclatihan; 

tugas pokok sebagairnana 
Seksi Pelaksanaan Pelatihan 

(2) Dalarn menyclenggarakan 
dirnaksud pada ayat (1), 
mcmpunyai fungsi: 
a. pclaksanaan penyusunan bahan kcbijakan teknis 

Pclaksanaan Pelatihan; 

Paragraf 5 

Scksi Pclaksanaan Pelatihan .. 
Pasal 37 

(I) Scksi Pclaksanaan Pclatihan mempunyai tugas pokok 
mclaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kcgiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pelaksanaan 
Pelatihan mcliputi pclaksanaan pelatihan tanaman pangan 
dan hortikultural. 

dan fungsinya. 

Seksi m. mclaksanakan evaluasi dan pelaporan 
Pcrencariaan dan Pcngembangan Pelatihan; dan 

n. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 

I. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Perencanaan dan Pengembangan 
Pclatihan; 

k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mcngenai Pcrencanaan dan Pcngcmbangan Pelatihan 
sebagai bahan pcrumusan kcbijakan Pemerintah Daerah 
Provinsi; 
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Bagian Ketujuh 
Kclompok Jabatan Fungsional 

Pasal 38 
(I) Kclompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 

mclaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi 
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kclornpok Jabatan Furigsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional bcrdasarkan keterituan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Kclornpok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 
teriaga fungsional senior yang ditunjuk. 

(4) Jcnis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan 
kctcntuan pcraturan perundang-undangan. 

(5) .Iurn la h Tenaga .Jabatan Fungsiorial ditetapkan 
bcrdasarkan beban kcrja. 

(6) Rincian Tugas Kclompok Jabatan Fungsional ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Pernbinaan adrninistratif Kelompok Jabatan Fungsional, 
diselcnggarakan olch Sekretaris Dinas Tanaman Pangan 
dan Hort.ikult ura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barnt 
rncliputi periilaian dan penetapan angka kredit, usulan 
kcnaikan parigkat, gaJI berkala serta pendidikan da n 
pelatihan. 

(8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok .Jabatan 
Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala UPTD, meliputi 
rcncana pcnugasan dan pengukuran kcrja. 

dan fungsinya. 

Seksi pelaporan I. melaksanakan evaluasi dan 
Pelaksanaan Pelatihan; dan 

m. melaksanakan tugas lain sesua: dengan tugas pokok 

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut 
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pelaksanaan 
Pelatihan; 

1. mclaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian 
Lcknis dan mcnyclcnggarakan pernantauan terhadap 
pcrmohonan dan realisasi bantuan keuangan . dan 
hi bah/ bantuan sosial di bidang Pclaksanaan Pelatihan; 

J. mclaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
mengenai perencanaan dan pernanfaatan Pelaksanaan 
Pelatihansebagai bahan perumusan kebijakan 
Pemcrintah Daerah Provinsi; 

k. mclaksanakan pcngendalian pclaksanaan Lugas pokok 
dan fungsi Seksi Pclaksanaan Pclatihan: 
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Dcngan bcrlakunya Peraturan Gubcrnur ini, maka Peraturan 
Gubernur Jawa Baral Nomor 69 Tahun 20·16 tentang Tugas 
Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit 
Pclak saria Tck.ni s Dinas di Lingkungan Dinas Tanaman 
Pangan dan Hort ikultura Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah 
Ta h u n 2016 Nomor 69 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak 
bcrlaku. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal40 

organisasi di bawahnya 
dcngan unit kerja tcrkait 

(R) Kcpala UPTD dan unit 
mcnyclcnggarakan koordinasi 
sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Kepala UPTD wajib merigikuti dan mcrnatuhi petunjuk 
dan bcrlanggung jawab pada atasan, serta menyarnpaikan 
laporan bcrkala secara tepat wa ktu. 

(5) Sct.iap laporan yang diterirna oleh Kcpala UPTD dari 
bawahannya wajib diola h dan dipergunakan sebagai bahan 
unt.uk penyusunan laporan lcbih lanjut. 

(6) Dalam pcnyarnpaian laporan kepada atasan. lembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain 
yang sccara fungsional mempunyai hubungan kcrja. 

(7) Dalarn mclaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit 
organisasi di bawahnya wajib merigadakan rapat berkala 
dalam rangka pcmbcrian bimbingan kepada bawahan. 

dengan 
harus 
sesuai 

(2) Kcpala UPTD wajib mengawasi bawahannya, 
ketcntuan dalam ha! terjadi pcnyimpangari, 
mcngambil langkah-langkah yang diperlukan 
dcngan kctcntuan pcrat uran perundang-undangan. 

(3) Kcpa la UPTD bertanggung jawab memimpin dan 
mcngkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan , 
serta pet.unjuk bagi pclaksanaan tugas bawahannya. 

BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 39 
(1) Dalam melaksanakan Lugas pokok dan fungsinya Kepala 

UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan 
Kclornpok .Jaba ta n F'ungsional, wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, intcgrasi, dan sm kron isa si, baik dalam 
lingkungan internal masing-masing rnaupun antar satuan 
organisasi di lingkunganUPTD, serta instansi lain di luar 
UPTD sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 
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BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 82 

DAERAH PROVINS! 
BARAT, 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 29 nesea•er 2t17 

Ditetapkan di Bandung 
pada tan gal 29 Dese111•er 2t17 -~ .. 

GUBE URJAWABARAT, 

Pasal 41 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 
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